ABSTRAK

Sihabudin Mukhlis. Model Peminangan serta Implikasinya Ke Dalam Sistem
Hukum Islam Di Indonesia.

Peminangan dalam Hukum Islam di Indonesia menjadi hal yang penting
untuk dikaji, dikarenakan peminangan dalam KHI belum memberikan aturan terkait
tahapan proses peminangan yang sesuai dengan ketentuan islam, hal demikian
merupakan upaya untuk memberikan gambaran betapa penting proses peminangan
yang dilakukan sebagai sarana menuju pernikahan berlandaskan prinsip-prinsip
Hukum Islam. Sehingga memberikan dampak positif terhadap kualitas dalam
berumah tangga, baik itu aspek menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Penelitian ini bertujuan untuk: a). Mendeskripsikan dan Menganalisis akibat
hukum dan model peminangan dalam hukum yang berlaku di Indonesia, b).
Menganalisis Praktik pelaksanaan peminangan di Lembaga Masyarakat Islam di
Indonesia (Salman ITB, INTERNUSA dan Al Hilal), ¢). Mendeskripsikan dan
Menganalisis ketentuan dan Model ideal peminangan yang berlaku di Lembaga
hukum Islam di Indonesia, d). Mendeskripsikan Kontribusi Model peminangan
terhadap pengembangan hukum Islam di Indonesia.

Penelitian ini disandarkan pada beberapa teori sebagai landasan pemikiran;
sebagai Teori Credo (grand theory). Pada level pertengahan (middle-range theory)
dipilih Teori kemaslahatan. Dan untuk tataran aplikatif (applied theory)
dimunculkan teori Hukum Progresif dan Teori Hukum ‘Urf

Metode dalam disertasi ini menggunakan metode deskriptif analitis yang
diambil dari Aturan yang ditentukan dalam KHI dan perilaku yang terjadi di
masyarakat. Sedangkan jenis datanya adalah data kualitatif dari undang-undang,
hasil putusan pengadilan agama, kitab ulama dan ahli hukum tentang peminangan.
Teknik pengelolaan perpustakaan (library Research) dan dokumen juga digunakan
dalam disertasi ini. Data yang telah terkumpul akan diolah setelah keseluruhan,
data-data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penguraian deskritif
analitis. Analisis dilakukan penulis dengan memberikan penjelasan dan gambaran
secara komprehensif terkait peminangan dalam hukum Islam di Indonesia serta
proses Peminangan dan akibat hukumnya.

Hasil penelitian didapat bahwa: Pertama, ketentuan dan model ideal
peminangan dalam hukum Islam di Indonesia belum menimbulkan akibat hukum,
dan kedua belah pihak bebas memutuskan peminangan sesuai model hukum adat
setempat, Kedua, Pada tahapan proses dari ketiga Lembaga ini melakukan proses
peminangan dengan sangat hati-hati atau lebih wara’, dimulai dengan adanya
pelatihan sehingga dapat memahami ilmu kerumah tanggaan lebih dalam dan siap
mental untuk melakukan proses pernikahan, Ketiga, Tidak ada akibat hukum yang
signifikan, karena pada prosesnya dikembalikan kepada kedua belah pihak keluarga
masing-masing, mengikuti adat peminangan di daerah masing-masing, namun
perbedaannya adalah lebih hati-hati dan lebih baik melakukan pembatalannya jika
tidak dilanjutkan ke prosesnya., Keempat, Model peminangan yang diterapkan oleh
lembaga-lembaga Islam di Indonesia terbukti memberikan kontribusi signifikan
terhadap pengembangan hukum Islam dengan memposisikannya sebagai praktik
hukum sosial yang terlembaga dan berfungsi normatif.



ABSTRACT

Sihabudin Mukhlis. Model of Engagement And Its Implications for the Islamic
Legal system in Indonesia

Proposal in Islamic Law in Indonesia is an important thing to study, because
the proposal in the KHI has not provided rules regarding the stages of the proposal
process in accordance with Islamic provisions, such is an effort to provide an
overview of how important the proposal process is carried out as a means to
marriage based on the principles of Islamic Law. So that it has a positive impact on
the quality of the household, both in terms of maintaining religion, soul, mind,
descendants and property.

This study aims to: a). Describe and analyze the legal consequences and
proposal models in the laws applicable in Indonesia, b). Analyze the practice of
implementing proposals in Islamic Community Institutions in Indonesia (Salman
ITB, INTERNUSA and Al Hilal), c). Describe and analyze the provisions and ideal
proposal models applicable in Islamic legal institutions in Indonesia, d). Describe
the contribution of proposal models to the development of Islamic law in Indonesia.

This research is based on several theories as a basis for thought; the Credo
Theory (grand theory). At the middle level, the Theory of Benefit was chosen. At
the applied level, the Theory of Progressive Law and the Theory of 'Urf Law were
proposed.

This dissertation employs a descriptive analytical method, drawing on the
rules outlined in the KHI (Indonesian Islamic Law) and behaviors within society.
The data used are qualitative data from laws, religious court rulings, and books by
Islamic scholars and legal experts on proposals. Library research and document
management techniques are also employed in this dissertation. The collected data
will be processed and analyzed qualitatively using descriptive analytical analysis.
The author conducts this analysis by providing a comprehensive explanation and
overview of proposals under Islamic law in Indonesia, as well as the proposal
process and its legal consequences. This research is grounded in several theories as
its conceptual framework. Creed Theory is employed as the grand theory; Maslahah
(public interest) theory is adopted as the middle-range theory; and at the applied
level, Progressive Legal Theory and Development Law Theory are utilized.

The results of the study showed that: First, the provisions and ideal models
of engagement in Islamic law in Indonesia have not yet resulted in legal
consequences, and both parties are free to decide on the engagement according to
the local customary law model, Second, At the process stage of these three
institutions, the engagement process is carried out very carefully or more wara’,
starting with training so that they can understand household science more deeply
and are mentally prepared to carry out the marriage process, Third, There are no
significant legal consequences, because the process is returned to both parties’
respective families, following the engagement customs in their respective regions,
but the difference is that it is more careful and better to cancel it if it is not continued
to the process., Fourth, The engagement model implemented by Islamic institutions
in Indonesia has been proven to make a significant contribution to the development
of Islamic law by positioning it as an institutionalized social legal practice and
functioning normatively.
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